
BUPATI TAKALAR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI TAK.ALAR 
NOMOR .H .. TAHUN :20:23 

TENT ANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

DENG.AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA 

BUPATI TAKALAR, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D 
angka 2 huruf e dan f Lampiran Peraturan Menteri DaJam 
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pela po ran dan 
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan EvaJuasi Hibah 
dan Bantuan Sosial 

Mengingat : 1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;  

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587), sebaga.imana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentnng Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor l Tahun 2020 tentang KebiJakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuang n untuk 
Penanganan Panderni Corona Virus Dise se 2 0 1 9  
(Covid-19) dan/atau daJam rangka M ngh dapi 
Ancaman yang Mernbaheyakan Perekonomian N •ion I 

' 
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(L mbar gar R publik 
7 Nomor 73, Tamb an L mbaran 

.,.,..,.,.-0 R publik Ind n si Nomor 041 ) ;  
p  r  tur P m rintah Nomor 12  Tahun 2019  tentang 
p ng lolaan K uangan D rah (L mbaran Negara Republik 
Indon si Tahun 2 0 1 9  Nomor 42, Tambahan Lembaran 
N ar R publik Indonesia Nomor 6322); 

1 0 . P  r  turan P m  rintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
L p r dan Evalu i P nyel nggaraan Pemerintah 
D rah (Lembaran N gara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indon sia Nomor 6323);  

1 1 .  Peraturan Ment ri Dalam Neg ri Nomor 52 Tahun 2012  
t  ntang Pedoman P ng lolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(B rit N gara Republik Indonesia Tahun 2012  Nomor 
754); 

1 2 . P  raturan M nteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang P doman Teknis Pegelolaan Keuangan Daerah 
(B rita Negara R publik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
178 1 ) ;  

13 .  Peraturan Daerah Kabupaten Takalar N omor 9 Tahun 
2022 t ntang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Takalar, (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 
2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 1 ) ;  

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA 
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN 
SOSIAL 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Paaal 1 

Dalam P r tur n Bup ti irii yang imaksud d ngan: 
1 · D rah adalah Kabup t n Takal r. 
2 .  P  m  rintah D rah adalah P m rintah Kabupat n Takalar 
3. Bup ti dal h B rpati Takalar. 
4. D wan P rwakilan Rakyat D rah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah D wan P rwakilan Raky t Da rah Kabupaten Takalar. 
5. Keuangan D rah dalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam 

rarigka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dirrilai 
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 
pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala PD pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 
Umum Daerah. 

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
PPKD yang bertindak sebagai BUD .  

10.  Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKA- SKPD adalah dokumen yang memuat rencana 
pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana 
pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi 
BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD . 

1 1 .  Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan 
dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
oleh pengguna anggaran. 

12 .  Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah 
Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah lain, Badan 
Usaha Milik Negara/Sadan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan 
Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia yang 
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib 
dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan 
untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. 

1 3 .  Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 
Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau 
masyarakat yang sif atnya tidak secara terus menerus dan selektif 
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko 
sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 

14.  Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak 
dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, f enomena alam. dan 
bencana alam yang jika tidak diberikan akan semakin terpuruk dan 
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

15 .  Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD 
adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara 
Pemerintah Daerah dengan penerima hibah. 
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1 8 .  Partai Politik adalah organisasi yang b rsifat nasion dan dib ntuk 
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarel s dasar 
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memp rj uarigkan dan 
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan 
negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar N gara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang ada di Daerah. 

19 .  Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari 
APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang 
mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan 
jumlah perolehan suara. 

20. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimilik.i 
oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan negara yang dipisahkan. 

2 1 .  Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 
oleh Daerah. 

22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 
adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin 
oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD 
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan 
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

24. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada PD sebelum sepakati dengan DPRD. 

25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat 
SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 
untuk permintaan pembayaran langsung atas dasar perjanjian 
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, 
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang 
dokumennya disiapkan oleh Pejabat Penanggungjawab Teknis 
Kegiatan. 



BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian K satu 
Umum 

Paaal 2 

( 1 ) .  up ti d p t m m b rikan Hibah sesuai kemarnpuan Keuangan 
D r 

(2).  Hibah seb g irnaria dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat berupa uang, 
b ang/j s . 

(3). Pemberian Hibah sebagaimana dima.ksud pada ayat ( 1 )  dilakukan 
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan 
belanja urusan pilihari. 

(4). Pemberian Hibah sebagaimana dima.ksud pada ayat ( 1 )  
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan 
kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah 
dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyara.katan dengan memperhatikan azas 
keadilan, kepatutan, rasionalitas, clan manfaat untuk bermasyara.kat. 

(5). Pemberian Hibah sebagaimana dima.ksud pada ayat ( 1 )  memenuhi 
kriteria palingsedikit : 
a. peruntukannya secara spesifik telah diterapkan 
b. bersifat tida.k wajib, tidak mengikat; 
c. tida.k terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: 

1) kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak 
tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang- undangan; 

2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

3) Partai Politik; dan/ atau 
4) ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. 

d. memberi nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung 
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan; dan 

e .  memenuhi persyaratan penerima Hibah. 

BAB III 

RUANO LINGKUP 

Pasal 3 

Hibah dapat diberikan kepada : 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah lain; 
c .  Badan U saha Milik Negara a tau Badan U saha Milik Daerah · 

' d . Badan, Lembaga dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia; 
dan/atau 

e .  Partai Politik. 
Pasal 4 

( 1 ) .  Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut; 
a. hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja 

dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang 
wilayah kerjanya berada dalam Daerah yang bersangkutan; 



b. hibah p m riritah p t dil ng tump p ndan nnya. 
d ng n ngg ran p nd p t n d n belanj negara s suai dcngan 
k tentuan Peraturan P rundang- und ng n; 

.  unit k rj p da K m nt rian DaJ m N gcri y ng m mbidangi 
urusan p m rintahan di bidang Administrasi Kcp ndudukan dapat 
memperoleh Hibah dari m rintah D rah untuk penyediaan 
blanko kartu tand penduduk l ktroriik: 

d. p ny di an s  ti  p  keping blarigko kartu tanda p nduduk elektronik 
tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun 
anggaran pendapatan dan belanja negara; dan 

. hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 
(satu) kalidalam tahun berkenan. 

(2). Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil 
pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

(3). Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c 
diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan. 

(4). Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c 
diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima 
Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(5). Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang 
kecuali uang atau jasa meliputi: 
a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; 
b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat 

keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau 
Bupati; 

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan 
berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat 
dan/ atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan 
dari pimpinan instansi vertikal atau kepala PD terkait sesuai 
dengan kewenangannya; atau 

d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang- undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. 

(6). Pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf c yaitu sebagai berikut : 
a. badan/lembaga/kelompok masyarakat yang pembentukannya 

berdasarkan Surat Keputusan, pengesahannya atau penetapannya 
cukup dengan mengesahkan Surat Keputusan dimaksud oleh 
Instansi vetikal atau PD terkait sesuai dengan tupoksi; dan 

b .  untuk badan/lembaga/kelompok masyarakat yang dibentuk tidak 
berdasarkan Surat Keputusan, maka yang disahkan oleh instansi 
vertikal atau PD terkait adalah struktur organisasi yang 
bersangkutan diketahui oleh Perbekel/Lurah. 

(7). Hi bah kepada Ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Ormas yang 
berbadan hukum, yayasan atau yang berbadan hukum 
perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum 
dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi 
manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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Bagian Kedu 
Kriteria dan Pereyarat n Penedma Hibah 

Paaal 5 

(1 ) .  Persyaratan calon p n rim Hib b dan d I t u 1 m b  ga 
sebagaimana dimaksucl d am P saJ 4 a.y t (5) huruf c, Y 'tu: 
a. m rniliki kep ngurusa.n di d r h domiaili; 
b. memiliki keterangan domisili dari lurah/k pala d sa s l mpat atau 

sebutan lainnya; clan 
c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerirrtah Daerah 

dan/ atau badan clan Lembaga yang berk dudukan di luar 
wilayah administrasi Pemerintah J?aerah untuk menu�jang 
pencapaian sasaran program, kegiatari dan sub kegiatan 
pemerintah daerah pemberi hibah. 

(2). Persyaratan Ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimaria 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) yaitu: 
a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum 

danhak asasi manusia; 
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah 

yangbersangkutan; dan 
c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan. 

Bagian Ketiga 
Perencanaan dan Penganggaran 

Pasal 6 

( 1 ) .  Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepacla Bupati melalui 
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. 

(2). Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagaimana 
climaksud pada ayat ( 1 )  mendistribusikan usulan dimaksud kepada 
PD terkait. 

(3). Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
ditandatangani dandibubuhi stempel oleh: 
a. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain instansi/PD bagi 

pemerintah; 
b. bupati bagi pemerintah daerah lain; 
c. direktur utama atau sebutan lainnya bagi BUMN/BUMD ;  dan 
d. ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan 

Ormas. 
(4). Usulan tertulis dari calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) paling sedikit memuat: 
a. latar belakang; 
b. maksud dan tujuan; 
c. rincian anggaran belanja; dan 
d. waktu pelaksanaan. 

(5). Usulan tertulis dari calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermaterai cukup, 
yang menyatakan bahwa memang benar yang bersangkutan tidak 
mener!ma Hibah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya dari 
Pemenntah Daerah dan/ a tau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 

(6). Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum 
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 



Paaal 7 

( 1 ) .  Bupati m nunjuk PD t rkait untuk mela.k anakan evaluasi usulan 
Hibah s uai tug s p kok d n fungsinya dilaksanakan berdasarkan 
bidang penyelenggar n urusan pemerintahan sesuai dengan 
kewenangan. 

(2). K pala PD terkait b rdasarkan bidang penyelenggaraan urusan 
p merintah s bagaimaria dimaksud pada ayat ( 1 )  menyampaikan 
hasil valuasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD 
dalarn hal mi PD yang melaksanakan fungsi Perencanaan 
Pembangunan Daerah. 

(3). TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 
Keuangan Daerah. 

(4). Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  paling lambat 
disampaikan pada bulan Maret tahun berkenaan untuk APBD induk 
tahun berikutnya, sedangkan untuk Perubahan APBD paling lambat 
disampaikan pada bulan Juni pada tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 8 

(1 ) .  Rekomendasi kepala PD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar 
pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan 
PPAS dan rancangan KUA/PPAS Perubahan. 

(2). Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
meliputi anggaran Hibah berupa uang/barang, atau jasa. 

Pasal 9 

( 1 ) .  Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam 
RKA SKPD dan dirinci menurut objek pada program kegiatan dan sub 
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD. 

(2). Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan 
Pemerintah Daerah dianggarkan pada PD yang melaksanakan 
urusan pemerintahan umum. 

(3). RKA-SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  menjadi 
dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai Peraturan 
Perundang-undangan. 

Pasal 10 

( 1 ) .  Objek belanja hibah uang meliputi: 
a. pemerintah pusat; 
b. pemerintah daerah lain; 
c. BUMN atau BUMD; 
d. badan, lembaga dan Ormas yang berbadan Hukum Indonesia; dan 
e. Partai Politik. 

(2). Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan 
PemerintahDaerah dianggarkan pada PD yang melaksanakan urusan 
pemerintahan umum. 

(3). Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1 )  
dianggarkan dalam kelompok belanja operasional jenis belanja Hibah 
pada PD. 



Pasal 1 1  

(  1 ) .  Bupati menetapkan daftar pen rima, alamat penerirna dan b saran Hibah 
sebelummenandatangani NPHD. 

(2) .  Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini 

Bagian Keempat 

Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal 12 

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang atau jasa 
berdasarkan atas DPA- SKPD terkait. 

Pasal 13 

( 1 ) .  Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang 
ditandatangani bersamaoleh Bupati dan penerima Hibah. 

(2). NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  paling sedikit memuat 
ketentuanmengenai : 
a. pemberi dan penerima Hibah; 
b. tujuan pemberi Hibah; 
c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima; 
d. hak dan kewajiban; 
e. tata cara penyaluran/ penyerahan; dan 
f. tata cara pelaporan Hibah. 

(3). Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk 
menandatangani NPHD. 

Pasal 14 

( 1 ) .  Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau 
jenis barang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati, 
yang disiapkan oleh PD terkait berdasarkan Peraturan Daerah 
tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 

(2). Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  menjadi 
dasar penyaluran/penyerahan Hibah. 

(3). Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada 
penerima Hi bah dilakukan setelah penandatanganan NPHD. 

Bagian Kelima 
Pelaksanaan Hibah Berupa Uang 

Pasal 15 

( 1 ) .  Mekanisme Pelaksanaan Belanja Hibah berupa uang dilakukan oleh 
PD terkait dengan menyiapkan dokumen permohonan pencairan 
Hibah beserta kelengkapan persyaratan Hibah kepada Bupati melalui 
PD terkait dalam rangkap 4 (empat), sebagai berikut: 
a. hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain: 

1 .  Surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari PD terkait; 
2. Usulan Hibah; 
3. Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah; 
4. NPHD; 
5 .  Rincian Penggunaan Hibah oleh penerima Hibah; 
6 .  Fotokopi kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) dan/ atau 

identitas lainnya pimpinan instansi penerima Hibah; 
7. Fotokopi rekening bank dan Surat Pemyataan bahwa rekening 



but m ih aktif t s narna instansi; 
i b rm terai cukup, clitandatangani oleh pimpinan 

in tansip n rima Hibah; 
P t Integritas dari p n rima Hibah yang menyatakan bahwa 
Hibah ang dit rima akan digunakan sesuai dengan NPHD 

b irnana t rtuang dalam Lampiran III Peraturan Bupati 
ini; dan 

10.  Hibah kep da p merintah daerah lain melampirkan 
k putusan s bagai wilayah pemekaran. 

b.  Hibah kepada BUMN atau BUMD: 
1 .  surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari PD terkait; 
2 .  bukti penerusan Hibah kepada BUMN/BUMD; 
3. Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah; 
4. NPHD; 
5 .  rincian Penggunaan Hibah BUMN/BUMD; 
6. fotokopi kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) atau 

identitas lainnya dari Pimpinan dan Bendahara (atau sebutan 
lain) BUMN/BUMD ;  

7 .  fotokopi rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening 
banktersebut masih aktif atas nama BUMN /BUMD ;  

8. k:witansi bermaterai cuk:up, ditandatangani Pimpinan dan 
Bendahara atau sebutan lain, dan distempel; dan 

9. Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa 
Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD 
sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Peraturan Bupati 
!Ill. 

c. Hibah kepada badan, lembaga dan Ormas: 
1 .  surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari PD /Unit 

Kerja terkait; 
2 .  usulan Hi bah; 
3.  Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah; 
4. NPHD; 
5. rincian penggunaan Hibah oleh penerima Hibah; 
6 .  fotokopi kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) atau 

indentitas lainnya Ketua/Pimpinan dan Bendahara badan, 
lembaga dan Ormas penerimaHibah; 

7. fotokopi rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening 
bank masih aktif atas nama badan, lembaga/ Ormas penerima 
Hi bah; 

8. k:witansi bermaterai cukup, ditandatangani Ketua/ Pimpinan 
dan Bendahara, distempel badan, lembaga dan Ormas 
penerima Hibah; dan 

9 .  Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa 
Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD 
sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Peraturan Bupati 
ini. 

d .  Hibah kepada Partai Politik: 
1 .  surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari PD terkait; 
2. usulan Hibah; 
3. Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah; 
4 .  NPHD; 
5 .  rincian penggunaan Hibah oleh penerima Hibah; 
6. fotokopi kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) atau 

indentitas lainnya Ketua/Pimpinan dan Bendahara badan, 
lembaga/ Ormas penerima Hi bah; 

7. fotokopi rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening 
bank masih aktif atas nama badan, lembaga/ Ormas penerima 
hi bah; 



8. kwitansi berm t r · ukup, dit nd 
Pimpinan dan B ndah r , di t mp 1 b d n ,  

p n rima Hibah; dan 
9 .  Pakta Integrit s dari p n rirna Hib h yang m ny ak n bahw 

Hi bah yang diterirna akan digunakan s u · d ng n NPH D 
sebagairnana t rtuang dal m Larnpir n III P r turan Bup ti 

ini. 

(2). Benda.hara peng luaran PD terkait men liti k lengkapan dokumen 
administrasi belanja Hibah sebagai dasar men rbitkan SPP-LS, Surat 
Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Surat P rintah P ncairan 
Dana (SP2D) berdasarkan DPA- SKPD sesuai P raturan P rundang­ 
undangan. 

Bagian Keenam 
Pelaksanaan Hibah Berupa Barang/ Jasa 

Pasal 16 

(1). PD terkait melaksanakan proses pengadaan barang/jasa berdasarkan 
DPA- SKPD, sesuai Peraturan Perundang- undangan. 

(2). PD terkait mencatat barang/jasa hasil pengadaan pada jenis belanja 
barang dan jasa, objek, rincian objek belanja Hibah barang/jasa 
bekenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat. 

(3). Penyerahan belanja Hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh PD 
terkait kepada penerima Hibah. 

(4). Penyerahan belanja Hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan setelah persyaratan dilengkapi sebagai berikut: 
a. Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain: 

1) Berita Acara Serah Terima bermaterai cukup 
ditandatangani oleh pimpinan instansi dan distempel. 

2) Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah barang/jasa; 
3) NPHD; dan 
4) Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa 

Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD. 
b. Hibah kepada Hibah kepada BUMN atau BUMD: 

1) Berita Acara Serah Terima bermaterai cukup 
ditandatangani oleh pimpinan instansi dan distempel; 

2) Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah barang/jasa; 
3) NPHD; dan 
4) Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa 

Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD. 
c. Hibah kepada badan, lembaga dan Ormas: 

1) Berita Acara Serah Terima bermaterai cukup 
ditandatangani oleh pimpinan instansi dan distempel; 

2) Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah barang/jasa; 
3) NPHD; dan 
4) Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa 

Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD. 

Pasal 17 

(1). Pencairan belanja Hibah diberikan sesuai kebutuhan sebagaimana 
ditetapkan dalam NPHD. 

(2). Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme 
pembayaran langsung (LS), ditransfer langsung kepada rekening 
penerima Hibah. 

(3). �oses penyaluran Hibah kepada lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 
(lima puluh) penerima Hibah yang dibebankan pada kode rekening 
yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPM/ SP2D. 



(4). Hibah b ru u g di lurk 
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Bagian Ketujuh 
Penggunaan Hibah 

Paaal 18 

(1). Perierirna Hibah m nggunakan Hibah esuai dengan NPHD dan/atau 
Perubahan NPHD. 

(2). Penerim Hibah dilarang mengalihkan Hibah yang diterima kepada 
pihak lain. 

Bagian Kedelapan 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 19 

(1). Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penggunaan Hibah kepada Bupati melalui PD 
terkait. 

(2). Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas 
penggunaan Hibah yang diterimanya. 

(3). Laporan Pertanggungjawaban penerima Hibah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  meliputi: 
a. laporan penggunaan Hibah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran V dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini; 
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah 

yang diterima telah digunakan sesuai NPHD sebagaimana tertuang 
dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini; dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan 
Perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau 
salinan bukti serah terima barang/jasa penerima Hibah berupa 
barang/jasa dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran 
X Peraturan Bupati ini. 

(4). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lam.bat 
tanggal 3 1  bulan J anuari tahun anggaran berikutnya, kecuali 
ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan. 

(5). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 
disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek 
pemeriksaan. 

(6). Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan 
penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala PD terkait. 

Pasal 20 

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah 
meliputi: 
a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati melalui PD terkait; 
b. keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah; 
c. NPHD; 
d. pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa 

Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD 
sebagaimana tertuang dalam Lampi.ran III Peraturan Bupati i n i ;  dan 

e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti 
serah terimabarang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa. 



Paeal 2 1  

Belanja Hibah berupa uang dan barang atau jasa dicatat dan dilaporkan 
sebagairealisasi jenis belanja Hibah pada PD dalam tahun anggaran 
berkenaan. 

Pasal 22 

(1). Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah 
Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. 

(2). Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah 
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai 
persediaan dalam neraca. 

Pasal 23 

Realisasi Hibah berupa barang dan/jasa dikonversikan sesuai standar 
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan 
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan 
laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

B AB IV  

BANTUAN SOSIAL 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 24 

(1). Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada 
anggota/kelompokmasyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah. 

(2). Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat berupa 
uang dan/ atau barang. 

(3). Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib 
dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 
rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 

Pasal 25 

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 
( 1 )  meliputi : 
a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami 

Risiko Sosial, atau 
b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan 

bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, 
dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil 
sebagai dampak Risiko Sosial. 

Paaal 26 

(1). Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

atau ( 1 )  memenuhi kriteria paling sedikit : 
a. selektif; 
b. memenuhi persyaratan; 
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam 

keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan 
d. sesuai tujuan penggunaan. 



dirnakaud p d ayat ( 1 )  huruf a 
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b. b rd i i1i d am wil y tr si Pem rintah Daerah. 
(4). Krit ri b r if'. t s m nt d tid k t rus menerus sebagaimana 

dimaksud p d y t ( 1 )  huruf c diartikan bahwa penerima Bantuan 
i tid c wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. 
daan t rtentu dapat berk lanjutan sebagaimana dimaksud pada 
t ( 1 )  huruf c diar tikari bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan 

s ti p tahun anggaan sampai penerima bantuan telah lepas dari 
Risiko Sosial. 

(6). Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 )  huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi: 
a. rehabilitasi sosial; 
b. perlindungan sosial; 
c. pemberdayaan sosial; 
d. jaminan sosial; 
e. penanggulangan kemiskinan: dan/ atau 
f. penanggulangan bencana. 

Pasal 27 

(1). Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) 
huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan 
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

(2). Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diberikan 
dalam bentuk: 
a. motivasi dan diagnosis psikososial; 
b. perawatan dan pengasuhan; 
c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; 
d .  bimbingan mental spiritual; 
e. bimbingan fisik; 
f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; 
g. pelayanan aksesibilitas; 
h. bantuan dan asistensi sosial; 
i. bimbingan resosialisasi; 
j. bimbingan lanjut; dan/atau 
k, rujukan. 

(3). Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) 
huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari 
guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok 
masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai 
dengan kebutuhan dasar minimal. 

(4). Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 
antara lain: 
a. bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: 

1) bantuan langsung; 
2) penyediaan aksesibilitas; dan/ atau 
3) penguatan kelembagaan; 

b. advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan 
kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak; dan. 



b ntuk p mbelaan dan di rik 

(5). b dimak ud dalarn P sal 26 ayat 
dik n s orang atau kelompok 

ang m ngalarni m salah sosial m mpunyai daya, 
nuhi kebutuhan dasarnya. 

( ). s bagairnaria dimaksud pada ayat (5) 
dib rik n melalui an tar lain: 
a. peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dalam 

bentuk: 
1)  diagnosis dan pemberian motivasi; 
2) pelatihan dan keterampilan; 
3) pendampingan; 
4) pemberian stimulus modal, peralatan usaha, dan tempat 

usaha; 
5) peningkatan akses pemasaran hasil usaha; 
6) supervisi dan advokasi sosial; 
7) penguatan keserasian sosial; 
8) penataan lingkungan sosial; dan/ atau 
9) bimbingan lanjut. 

b.  penggalian potensi dan sum ber daya yang dila.kukan dalam 
bentuk: 
1) diagnosis dan pemberian motivasi; 
2) penguatan kelembagaan masyarakat; 
3) kemitraan dan penggalangan dana; dan/ atau 
4) pemberian stimulan: 

a) penggalian nilai-nilai dasar; 
b) pemberian akses; dan/ atau 
c) pemberian bantuan usaha. 

(7). Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) 
huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin 
penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya 
yang layak. 

(8). Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan 
dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. 

(9). Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi 
Warga Negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu 
memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya, 
asuransi kesejahteraan sosial yang diberikan dalam bentuk bantuan 
iuran oleh Pemerintah Daerah. 

(10) .  Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang 
dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang 
tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai 
sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan 
yang layak bagi kemanusiaan. 

( 1 1 ) .  Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 10)  
dilaksanakandalam bentuk antara lain: 
a. penyuluhan dan bimbingan sosial; 
b. pelayanan sosial; 
c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; 
d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; 
e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; 
f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman; 

dan/atau 
g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil 

usaha. 



(12) .  Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 26 
ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan 
untuk rehabilitasl, yang meliputi penetapan kebijakan 
pemban.gunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 
pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. 

( 1 3 ) .  Penanggulangan bencana sebagaimana dima.ksud pada ayat ( 1 2 )  
dilaksanakan dalam bentuk: 
a. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan 

kebutuhan dasar; 
b. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan 

kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan 
kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat 
hunian; 

c. pelaksanaan perlindungan terhadap kelornpok rentan; 
d. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana; 
e. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; 
f. santunan duka cita; dan 
g. santunan kecacatan. 

Pasal 28 

(1 ) .  Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 ayat (2) 
yaitu uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti: 
a. beasiswa bagi anak miskin; 
b. yayasan pengelola yatim piatu; 
c. nelayan miskin; 
d. masyara.kat lanjut usia, terlantar, cacat berat; dan 
e. tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. 

(2). Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 ayat (2) yaitu barang yang diberikan secara langsung kepada 
penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar 
biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk 
nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim 
piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang 
mampu. 

Pasal 29 

( 1 ) .  Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok 
dan/ atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, huruf 
a, terdiri atas Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok 
dan/ atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya. 

(2). Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah 
jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat 
penyusunan APBD. 

(3). Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
sebagaimanadimaksud pada ayat (1 )  dialokasikan untuk kebutuhan 
akibat Resiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat 
penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan 
menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau 
keluarga yang bersangkutan. 

(4). Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .  



J Ir ,n<;o_flfJksfn 

' , d P)i ado 

( ) ) .  

(2).  

(  )  .  

antuan 
g; dan 
aga non 

( 1 )  memuat paling 

Paaal 31 

(  )  .  

(2). 

n uk m lakukan valuasi usulan 

nan antuan Sosial sesuai 

(3). g ta a cara pengelolaan 

(4). b lanj an So ial bagaimana 
(2), di] akan b rdasarkan bidang 

uru p m rintahan euai k w nangan. 
(5). b rd arkan idang peny lenggaraan urusan 

Iman dimaksud p da ayat (4) menyampaikan 
i berup r kom nd i kepada Bupati m lalui TAPD 

P yang m lak anakan fungsi Perencanaan 
Pemb ngu rah. 

( ) . TA m mb rikan pertimbangan ata rekomendasi ebagaimana 
dimak ud pada y t (5) se uai dengan prioritas dan kemampuan 
K uangan D erah. 

(7). U Ian bel j antuan So ial ebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 y t ( 1 )  paling lambat di ampaikan pad.a bulan Maret tahun 
berken n un uk APBD induk tahun berikutnya, sedangkan untuk 
Perubahan AP D paling lambat di ampaikan pada bulan Juni pada 
tahun anggaran berkenaan. 

(8). komend i kepal PD/Unit Kerja terkait dan pertimbangan TAPD 
ebag iman dimak ud pada ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar 

pencantuman aloka i anggaran Bantuan So ial dalam rancangan 
KUA dan PPAS. 

(9). P ncantuman alokasi anggaran ebagaimana dimaksud pada ayat 
(8), meliputi anggaran Bantuan So ial berupa uang dan/ atau 
barang 



). 

Pasa1 33 

dal m 

yat ( 1 )  m  njadi 
osial dalam APBD sesuai 

Bantuan ial berupa uang dan/ atau barang sebagaimana dimaksud 
da)aro Pasa132 aya (2) dianggarkan dalam kelompok belanja operasional 
jerus belanja Bantuan Sosial pada PD. 

Pasa1 34  

Bupati menetapkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran 
Banruan Sosial daJaro Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
APBD, tidak termasuk Bantu.an Sosial kepada individu dan/ atau 
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelum.nya. 

Bag:iau Ketiga 
PeJaksanaau dan Penatausahaan 

Pa.sal 35 

Pelakaariaan aoggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/ atau barang 
berdasarkan atas DPA-SKPD terkait. 

Paaa1 36  

(1). Bupati menetapkan penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan 
Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD . 

• (2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan 
pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam 
Keputusan Bupati sebagaimana diroaksud pada ayat ( 1 ) ,  kecuali 
Bantuan Sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat 
direncanakan belumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
ayat (3). 

(3). Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau 
keluarga yang tidak dapat direncana.kan sebelumnya sebagaimana 
dimaksud daJaro Pasal 29 ayat (3) didaaarkan pada permintaan 
tertuli8 dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau 
surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat 
persctujuan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan 

u · setelah diveriftkasi oleh PD terkait. 
(4). Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara 

pembayaran LS. 
( j . .Penerima Bantuan Sosial yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) 

pai dengan 50  (lima puluh) penerima bantuan yang clibebankan 
kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) 

lebih SPM/SP20. 
coy dana Bantuan So ial kepada penerima Bantuan Sosial 

dimabud pada ayat (5) dilengkapi dengan kwitansi 
,,_....cJ. l,)elllt:1:'llllLaan uang Bantuan So ial. 



Bagian Keempat 
Pelaksanaan Bantuan Sosial Berupa Uang 

Pasal 37 

( 1 ) .  PD terkait mengajukan permohonan kepada Bupati. 
(2).  Bendahara pengeluaran PD terkait mengajukan SPP-LS berdasarkan 

DPA-SKPD sesuai Peraturan Perundang- undangan. 
(3). Penerbitan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan 

setelah persyaratan administrasi pencairan dilengkapi, sebagai 
b e riku t ;  
a. Bantuan Sosial untuk individu, keluarga dan/ atau masyarakat: 

1)  Surat pengantar permohonan pencairan Bantuan Sosial dari PD 
terkait; 

2) usulan Bantuan Sosial; 
3) Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial; 
4) petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Sosial; 
5) fotokopi KTP dan/ atau identitas lainnya penerim.a belanja 

Bantuan Sosial; 
6) fotokopi rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening 

banktersebut masih aktif atas nama penerima Bantuan Sosial; 
7) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantum.kan 

namalengkap penerima Bantuan Sosial; dan 
8) Pakta Integritas dari Penerim.a Bantuan Sosial yang 

menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan 
digunakan sesuai dengan usulan sebagaimana tertuang dalam 
Lampiran IV Peraturan Bupati ini. 

b. Bantuan Sosial untuk lembaga non pemerintah: 
1) Surat pengantar permohonan pencairan Bantuan Sosial dari 

PDterkait; 
2) usulan Bantuan Sosial; 
3) Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial; 
4) petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Sosial; 
5) fotokopi KTP dan/ atau indentitas lainnya penerima belanja 

Bantuan Sosial; 
6) fotokopi rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening 

bank masihaktif atas nama penerima Bantuan Sosial; 
7) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan 

nama lengkap penerima Bantuan Sosial; dan 
8) Pakta Integritas dari penerima Bantuan Sosial yang 

menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan 
digunakan sesuai dengan usulan sebagaimana tertuang dalam 
Lampiran IV Peraturan Bupati ini. 

(4). Khusus Bantuan Sosial dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah 
Raga yang ditujukan kepada siswa melalui kepala sekolah cukup 
dengan membuat surat kuasa dari siswa kepada kepala sekolah dan 
membuat surat pernyataan kepala sekolah bahwa jumlah nilai uang 
yang diterima siswa penuh tanpa ada potongan, dan dilengkapi 
dengan Keputusan Bupati tentang daftar siswa Penerima Bantuan 
Sosial. 

(5). Dalam hal SPP-LS beserta dokumen persyaratan pencairan 
dinyatakan lengkap, pengguna anggaran menerbitkan SPM sesuai 
Peraturan Perundang- undangan. 

(6). Dalam hal SPM beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan 
lengkap, selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk 
diterbitkan SP2D sesuai Peraturan Perundang- undangan. 



Bagian KeUma 
Pelakaanaan Bantuan Soaial Berupa 

BarangPasal 38 

( 1 ) .  PD t rk it m lakukan proses pengadaan barang berdasarkan DPA­ 
KPD terkait s suai Peraturan Perundang-undangan. 

(2). P n rerahan belanja Bantuan Sosial berupa barang dilakukan oleh 
K pal PDterkait kepada penerima Bantuan Sosial. 

(3). P nyerahan b lanja Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, 
sebagai berik:ut: 
a. bantuan Sosial untuk individu, keluarga dan/atau masyarakat: 

1 )  berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai 
cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap 
penerima Bantuan Sosial; 

2) fotokopi KTP dan/ atau identitas lainnya penerima Bantuan 
Sosial; dan 

3) pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang 
menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan 
digunakan sesuai dengan Usulan. 

b. bantuan Sosial untuk lembaga non pemerintah : 
1)  berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai 

cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap 
penerima Bantuan Sosial; 

2) fotokopi KTP dan/ atau identitas lainnya penerima Bantuan 
Sosial; dan 

3) pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang 
menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan 
digunakan sesuai dengan U sulan. 

Bagian Keenam 
Penggunaan 

Pasal 39 

( 1 ) .  Penerima Bantuan Sosial menggunakan uang dan/atau barang yang 
diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam 
usulan/ proposal permohonan yang telah disetujui. 

(2). Penerima Bantuan Sosial dilarang mengalihkan uang dan/atau 
barang yang diterima kepada pihak lain. 

Bagian Ketujuh 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 40 

( 1 ) .  Penerima Bantuan Sosial berupa uang dan/ atau barang 
menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati 
melalui PD terkait. 

(2). Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan 
material atas penggunaan Bantu.an Sosial yang diterimanya. 

(3). Laporan Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial, meliputi: 
a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantu.an 

Sosial, format laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana 
tertuang dalam Lampiran VI dan Lampiran XI Peraturan Bupati 
ini; 

b .  surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa 
Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan 
usulan, dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran 
VIII Peraturan Bupati ini dan; 
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Pasal 42 

(1). P mbu t r kapitula i penyaluran Bantuan Sosial kepada 
/ t u k Iuarga yang tidak dapat direncanakan 

b lumny b g imana dimak ud dalam Pasal 36 ayat (3) paling 
lamb t tanggal 5 Januari tahun anggaran b rikutnya. 

(2). R k pitula i s b gaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat nama 
pen rim , alam t dan b saran Bantuan Sosial yang dit rima oleh 
masing-masing individu dan/ atau keluarga. 

Paaal 43 

Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dicatat sebagai 
realis si j nis belanja Bantuan Sosial pada PD terkait dalam tahun 
anggaran b rk naan. 

Paaal 44 

(1). Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan 
Pem rintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. 

(2). Bantuan Sosial berupa bararig yang belum diserahkan kepada 
penerima Bantuan Sosial aampai dengan akhir tahun anggaran 
berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. 



ONITORING. 

(1). Kepala PD t rkait m l 
pemberian Hibahdan B 

(2). Hasil monitoring dan e aluasi s b a .... caLA., .... & .. ai.a 

disampaikan kepada Bupati melalui 
tugas dan fungsi pengawasan. 

KETENTUAN PENUTUP 

Paaal 47 

Peraturan Bupati ini mulai berla.ku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahka.n pengundan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Takalar. 

Diundangkan di Takalar 
pad a ggal 

TARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR, 

HUKUM
Typewritten text
06 Juni 2023

HUKUM
Typewritten text
06 Juni 2023

HUKUM
Typewritten text
BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023 NOMOR 11
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LI\M l'I Ri\N I I 
Pl�HI\TUJ-<AN IJUl'ATI TAKALI\R 
N O M O I :.!  t1 T A H U N  20:.!3 
TE N'l'A N C i  
TATA Ci\r�i\ P E N U I\ N < l C : /\ 1-< I\ N .  
PLO:Ll\l<SI\N/\1\N DI\N 
PENI\TI\USJ\1-11\AN. Pf<:LAPORAN 
DAN Pl�RTI\NGOUNO . IAWAIJAN 
Sl1:RT/\ M O N I T O R I N G  DAN 
E:VJ\LLIASI H I B A I  I  DAN 13ANTUAN 
SUSIAL 

SU T PERNYATAA.r<!: 

Yang be,·tanda tangan di bawah ini : 
Narna 
Nomor KTP 
Nomor telepon 
Alarnat 
Jabatan 
Bertindak untuk dan atas ri.arn a 

Dengan ini menyatakan bahwa saya 
1 .  T el ah  menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Takalar 

pada Tahun Anggaran . . . .  ,  berupa uang tunai sebesar 
Rp ( ) akan dipergunakan untuk 
kegiatan ,Kecamatan , Kabu paten Takalar. 

2. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan Hibah sesuai 
dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta 
pelaksanaannya mematuhi Peraturan Bupati Takalar 
Nomor Tahun 2023 ten tang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan 
Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi 
Hibah DanBantuan Sosial. 

3. Bersedia menjadi obyek pemeriksaan dari aparat 
pengawasan fungsional, dan apabila terbukti terjadi 
penyimpangan/ penyalahgunaan atas hibah dirnaksud 
siap dituntut sesuai dengan hukum dan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku. 

4. Apabila sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 
. . . . . .  masih terdapat sisa Dana Hi bah Daerah, maka saya 
wajib menyetor sisa dana tersebut sepenuhnya ke Kas 
Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar paling lambat 
Tanggal 10 setelah berakhimya Tahun Anggaran . . . .  

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sungguh­ 
sungguh untukdapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

-���U:-, - _ Q _ .:J#; - . l-_C(� ). - - - - - - - - - 



L/\MPIRAN I l l  
Pf!:RATUR/\N 13UP/\TI TAKALAf< 
N O M O R  1.\ TAHUN 202:1 
TENT ANG 
TATA CARA PENOANUGARAN, 
PELAI<SANAAN DAN 
PENAT/\USAHAAN, PELA PO RAN 
DAN PERTANOOUNG JAWABAN 
SERT A MONITORING DAN 
EVALUASI I-IIBAH DAN BANTUAN 
SOSIAL 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini 
Narna 
Nomor KTP 
Nomor telepon 
Ala.mat 
Jabata.n 
Bertindak untuk dan atas nama: 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Hibah 
berupa uang, dengan ini menyatakan bahwa saya: 
1. Tidal<: akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN). 
2. Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan 

Naskah Perjanjian Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta 
pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Takala.r 
Nomor . . .  Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Angga.ran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

3. Bertanggungjawab secara formal dan material atas 
penggunaan hibah yang diterima. 

4. Apabila melangga.r hal-hal yang telah saya nyatakan dalam 
Pakta Integritas ini, sebagaimana di maksud pada point 1 
(satu), 2 (dua), dan point 3 (tiga), saya bersedia dikenakan 
sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan 
yang berlaku. 



LAMPIIV\N IV 
PER/\TURAN BUPATI TAKALAJ.i 
NOMOR ll T A H U N  2023 
TE:NT/\NO 
TAT/\ 'ARI\ PENOANGG/\RAN, 
PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN 
DAN PERTANGOUNG JAWABAN 
SE:FffA MONITORING DAN 
EVALUASI H I B A H  DAN BANTUAN 
SOS I AL 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama 
Nomor KTP 
Nomor telepon 
Alarnat 
Jabatan 
Bertindak untuk dan atas nama: 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten TAKALAR melalui bantuan 
sosial berupa uang, bahwa saya sebagai penerima Bantuan 
Sosial dengan ini menyatakan: 
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN); 
2. Bantuan sosial yang dierima akan digunakan sesuai 

dengan usulan dan pelak:sanaannya akan mematuhi 
Peraturan Bupati TAKALAR Nomor Tahun 2021 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan Peraturan perundang- undangan yang berlaku; 

3. Bertanggungjawab secara formal dan material atas 
penggunaan bantuan sosial yang diterima. 

4. Apabila melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam 
Pakta Integritas ini, sebagaimana dimaksud point 1 (satu), 
2 (dua), dan 3 (tiga), bersedia dikenakan sanksi sesuai 
dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

em buat Pernyataan 
AK.ALAR, 



1 ./\ M I  ' I I�  A N  V  
1 ' 1 • : H A ' f ' I  1 1 < /\ N  I l l  IP/\'f'I  ·r A l < l\ f . /\ 1 '  
N C I M I I I I  l '\. T /\ I I I J N  ' . I J'. 1. 1  

' 1 ' 1 1 : N T A N C  \  
TATA ' A l </ /\  l ' l • , N /  1 /\ N I  \I \ l\ l � /\ 1 4 ,  

1 • 1 1 : L A l < H A N A A N  I  J /\ N  1 1 1 1 , N A ' l ' /\ l l t- l /\ l l /\ /\ f � .  
Pf l : 1 ./\ 1 1 1  > 1 1 /\ N  I J I\ N  l'l•,1/'I I\ N <  t  I I  JN<  i  

, I /\ W /\ 1 1 /\ N  �m,aA M C J f', / l ' J ' I J l , I N O  ' ' " "'  
1 1 : V A L U /\ , I I  1 1 1 1 1 /\ 1 1  I J /\ N  l l/\N'J'(l/\1'1  
:-10 I I /\  I ,  

FORMAT LAPORAN PER1'ANOOUNO JAWAOAN HID.All 

KOP PENERIMA HIDAH 
·- - -  -  . .  ' l ' /\ K /\ 1 , /\ I < ,  

N o m o r  
Lu rn p i r a ri 

Pcrihal 

I (sat u) f1: l u 1 c m p l u r  
Ln 

Kcp11d1 1  
Yt  h  .  1:ll - ,pnl< O u 1 m 1 i  

T'n k uf n r 

q .  K c p l l l u  � K l ' f J  
t c  k u i l  
d i ·  

'  '·I Is. I IJ!.I'. 

Bersama ini. k a m i 1:11:1mpoikun h,pornn 
pertanggungjawaban kcha.dnpon Bu pu k u t u  
belanja hibah ber upu uu ng ch1lurn run�kH 
pelaksanaan kegi'=ltan di De1-1a . 
Kecamatan Kabupaten T'u k n l a r Hchctmr 
Rp yang sudah kami lerimu d u n  k u m i  
pcrgunakan scsuai dengan pcrincian pcruntukan 
dana hi.bah terJampir . 

Demikian karni sampaikan kcpado Bu pa k 
untuk dapat dipergunakan d i m a n a m e s t i n y a .  

m.buat Pcrnyataon 
KALAR, 



1 . /\ M P l � J\ N  V I  
l'l•:RATlll�i\N nurwn TJ\KALAR 
N O M O R  11 T /\ M U N  .W2:1 

T l � N T A N C l  
TATA CARA P . N O A N < l  ;I\F�AN. 

l 'P: I.Al<S/\NAAN DAN f'fi:NATAU�AHAAN, 
Pl� I. Ar  O R A N  OAN PERTANOOlJNO 

. J J\ W A l :l J\ N  s,i:r�TA MONli'ORrNC DAN 
t•:VAI.UAHI I I IHAH r>AN BANTUAN 
HO. 11\L 

FORMAT LAPORAN PERTANOOUNO JA.WABAH BANTVAN 80 JAL 

n 

KOP PENERIMA. BANTUAN SOSIAL 
Takai r, 
K pada 

Yt:h. apak Bupati 
Ta.kalar 
Cq. Kcpala SKPD 
Kabupaten TakaJar 
di - 

TakaJar 

N m 1· 

rn pir-arr: 1 (satu) g bung 
P rihal : La pora n P nggur 

B ntuan SosiaJ 

Bersama rru kami sampaikan laporan 
pertanggungjawaban kehadapan Bapa.k atas 
belanja bantuan sosial berupa uang dalam 
rangka pelaksanaan kegiatan.. . . . . . . .  di . 

Desa Kecamatan... . . . . . .  Kabupaten Takalar 
sebesar R p . . . . . . . .  . . . . .  yang sudah lea.mi 
terirna dan kan:i.i pergunakan sesuai dengan 
perincian peruntukan bantuan sosial terlrunpir. 

Demikian kami sampaikan kepada Bapak 
untuk dapat dipergunakan dimana mestinya. 

Penerima Bantuan 
Sosial, 



LAMl"'lf.tAN Vi l  

1'£0:RATlJl<U\N BUPATI TAKAI.Af.( 

N<.>MOR lJ. TAHUN ..lO:l.1 

Tf�NTANC 

TATA CARA Pf:NOAN<iC.ARAN 

Pl•A,AKSANAAN DAN PENATAl/SAHAAN, 

f>ELAPORAN DAN PF.RTANCGUN<i 

, JA.WAHAN SERTA MONITORlNc; DAN 

f_i;VALUA81 1 1 113AH DAN BANTU.AN 
S081AL 

KQP PENENN4U1PM 

SURAT PERNYATAAN TANGO 

Yang bertanda tangan di bawah ini 
Nama 
Nomor KTP 

Nomor telepon 
Al arri at 

Jabatan 
Bertindak untuk dan atas nama: 

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima 
Hibah dari Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 
Anggaran , berupa uang sebesar Rp.( ) 
dan sudah digunakan untuk . .  scsuai 
dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta ka.mi 

bertanggung jawab pen uh secara formal dan material atas 
penggunaan hibah tersebut dan siap menjadi objek 
pemeriksaan dari aparat pengawasan fu.ngsional. Bukt:i­ 
bukti pengeluaran kami simpan untuk digunakan. scbagai 
pertanggungjawaban dan sebagai bukti pendukung 
kepada aparat pemeriksa. 

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sungguh­ 
sungguh untuk dapat dipergunakan sebagaimana mcstinya. 

Mem buat Pcrnyataan 
TI TAKALAR, 



l.1\ M l'll•ll\ N 1 1 1  

l'l•:H Tlll-<1\N I H l l ' /\ T I  T A K A I .  I� 

N U M O l -l  ll. T /\ I I U N  C l ...! . I  

Tl·:NT N< l 
T T1\ l'J\�A l 'f · :NCi  N < , < : 1\ 1-< A N .  

Pl·:LAKSANAAN l l  N  f-'1•:NAl A l l S  I  I A J\ N .  

1'1-: 1\PORAN DAN l'f<:f,(TAN< : C H J N < i  

s1;;RT MONITUl-<IN<,  l > A N  

I  I I I J A I  I  DAN f -J A N T U A N  

KOP PENERIMA BANTUAN SOSIAL 

SURAT PERNYATAAN TANGOUNG JAWAD 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama 
Nomor Identitas KTP 
Nornor- telepon 
Alam at 
Jabatan 
Bertindak untuk dan atas nama: 

Dengan ini menyatakan bahw-a saya telah menerima 
bantuan sosial dari Pemerinta.h Kabupaten Takalar pada 
Tahun Anggaran , berupa uang sebesar Rp. 
( ) dan sudah digunakan untuk 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  dan telah digunakan sesuai dengan 
usulan serta kami bertanggung jawab penuh secara 
formal dan material atas penggunaan atas penggunaan 
bantuan sosial yang diterima serta bersedia menjadi objek 
pemeriksaan dari aparat pengawasan fungsional. Bukti­ 
bukti pengeluaran, kami simpan untuk digunakan 
sebagai pertanggungjawaban dan sebagai bukti 
pendukung kepadaaparat pemeriksa. 
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan 
sungguh- sungguh untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Takalar, . 

Membuat Pernyataan 
I TAK.ALAR, 

AN ASWAD 
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